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PUTUSAN
Nomor 212/Pdt.G/2020/PA.Lbh.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara-
perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah

menjatuhkan putusan sebagai berikutdalam perkara cerai talak antara:

Adnan Umahuk bin Ela Sibela, tempat dan tanggal lahir Sanana, 23
November 1980 (umur 40) tahun, agama Islam,
pendidikan terakhir S.1, Pekerjaan PNS, tempat tinggal di
Desa Falabisahaya RT.009, RW.002, Kecamatan Mangoli

Utara, Kabupaten Kepulauan Sula, Sebagai Pemohon;
Melawan

Shine Maninggolan binti Rudolf Maninggolang, tempat dan tanggal lahir
Ambla, 11 Mei 1978 (umur 42) tahun, Agama Islam,
Pendidikan terakhir S.1, pekerjaan S.1, tempat tinggal di
Desa Falabisahaya RT.002, RW.003, Kecamatan Mangoli
Utara, Kabupaten Kepulauan Sula Kecamatan Mongoli

Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.
Setelah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pemohon telah memeriksa alat bukti surat dan
saksi-saksi Pemohon di persidangan
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannyatanggal 03

Agustus 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha
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di bawah register perkara Nomor Register 212/Pdt.G/2020/PA.Lbh., pada

tanggal 03 Agustus 2020, telah mengemukakan dalil-daliinya, sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Februari 2010 Pemohon dan Termohon telah
melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada
Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Taliabu Timur, Kabupaten
Kepulauan Sula, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor
:109/249/\V2013 tertanggal 13 Mei 2013;

2. Bahwa pada saat nikah Pemohon berstatus sebagai Perjaka dan Termohon
berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah
di desa Falabisahaya, sampai perpisahan terjadi dan telah berhubungan
sebagaimana layaknya suami dan istri (ba’da dukhul) dan telah dikaruniai
keturunan yakni
3.1Adis SintiaM Umahuk perempuan berusia 9 tahun
3.2Agnesia M Umahuk, perempuan berusia 2 Tahun 11 Bulan , anak-anak

tersebut berada dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa awal mularumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan hamronis
namusn sejak tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis disebabkan karena :
4.1Bahwa Termohon telah kembali ke agama lamanya yakni Kristen

Advent dan telah melakukan ritual agama tersebut kurang lebih 1,5
tahun;
4.2 Bahwa Termohon dan Pemohon telah sepakat untuk berpisah;

5. Bahwa puncak terjadinya perselisahan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada tahun 2017 saat mana Termohon telah kembali ke agama
lamanya sehinggaterjadi perpisahan kurang lebih 3 tahun;

6. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon
untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam UU Nomor 1
tahun 1974 Jo. Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. KHI
Pasal 116 untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan

Agama Labuha kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini,
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7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat
perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Pemohon mohon agar Ketua
Pengadilan Agama Labuha memeriksa dan mengadili perkara ini dengan
memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan
amarnya berbunyi
PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memfasakh pernikahan Pemohon (Adnan Umahuk bin Ela Sibela) dengan
Termohon (Shine Maninggolan binti Rudolf Maninggolang);

3. Membebankan biaya perkara menurut Hukum;

SUBSIDAIR:

Atau Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil -
adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang
menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang
menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan
sebagai kuasanya, meskipun kepadanya telah dipanggil oleh Jurusita
Pengganti Pengadilan Agama Labuha dan tidak ternyata ketidak hadiran
Termohon tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah menuruthukum.
Oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di Dinas
Kesehatan, Kabupaten Kepulauan Sula yang masih aktif, telah mendapatkan
izin dari atasannya dengan Nomor 859/446/ DINKES-KES/VIII/2020, yang
dikeluarkan oleh PItKepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sula, Hj. Baharuddin
Sibela, SKM, untuk melakukan perceraian dengan Tergugat;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan rumah tangga
Pemohon dan Termohon dengan cara menasehati Pemohon agar kembali
membina rumah tangga dengan Termohon secara mu‘asyarah bil ma’ruf namun
tidak berhasil karena Pemohon tetap pada dalil-dalil Permohonannya untuk

tetap bercerai dengan Termohon;
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Bahwa, upaya damai melalui proses mediasi tidak dapat dilaksanakan
karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan selanjutnya dibacakan
surat Permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum yang pada
pokoknyatetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah
mengajukan bukti tertulis berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor
8205132311800001 tertanggal 28 September 2013 yang dikeluarkan oleh,
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Kepulauan Sula, bukti
surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan
aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode
bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 109/249/V/2013 tertanggal 13
Mei 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor urusan Agama (KUA) Kecamatan
Taliabu Timur, Kabupaten Kepulauan Sula, Bukti surat tersebut telah
diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata
sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan
paraf Ketua Majelis;

Bahwa selain alat bukti Tertulis, Pemohon juga mengajukan alat bukti 2
(dua) orang saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai
berikut:

1. Anani Sibela binti Ela Sibela , umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan
D.ll, pekerjaan PNS, tempat tinggal di Desa Fatce.RT.004,RW.002,
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula, yang menyatakan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Adik kandung Pemohon;

— BahwaPemohon dan Termohon menikah padatanggal 21 Februari 2010;

— Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus
Perawan;

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah di desa Falabisahaya, sampai perpisahan terjadi dan telah
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berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba’da dukhul) dan
telah 2 (dua) orang anak;

— Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonisnamun
sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis;

— Bahwa saksi mengetahui Termohon telah kembali ke agama lamanya
yakni Kristen, dan telah melakukan ritual agama tersebut;

— Bahwa puncak terjadinya perselisahan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada tahun 2017 saat mana Termohon telah kembali ke agama
lamanya kristen, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kuranglebih 3tahun

— Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

2. Maryani Sibela binti Ela Sibela, umur 30 tahun, agama Islam, Pendidikan
SMA, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Umaloya, RT.001 RW.002,
Kecamatan Sanana, Kabupaten Kepulauan Sula yang menyatakan sebagai
berikut:

— Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah
Adik Kandung Pemohon;

— BahwaPemohon dan Termohon menikah padatanggal 21 Februari 2010;

— Bahwa saat menikah Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus
Perawan,

— Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di
rumah di desa Falabisahaya, sampai perpisahan terjadi dan telah
berhubungan sebagaimana layaknya suami dan istri (ba’da dukhul) dan
telah 2 (dua) orang anak;

— Bahwarumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya harmonis namun
sejak awal tahun 2017 keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon
mulai tidak harmonis;

— Bahwa saksi mengetahui Termohon telah kembali ke agama lamanya

yakni Kristen, dan telah melakukan ritual agama tersebut;
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— Bahwa puncak terjadinya perselisahan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada tahun 2017 saat mana Termohon telah kembali ke agama
lamanya kristen, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah
tidak lagi menjalankan kewajiban layaknya suamiisteri;

— Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 3 tahun

— Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon, tapi tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon
membenarkannya dan tidak keberatan sedangkan Termohon tidak dapat
didengartanggapannya karenatidak hadir dipersidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk pada hal -
hal yang tercantum dalam berita acara persidangan sebagai bagian yang tak
terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
sebagaimanadiuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan
Pemohon hadir dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir
dalam persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain hadir sebagai wakilnya
atau kuasanya meskipun Pengadilan telah memanggil Termohon secara resmi
yakni dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Labuha yang
menandatangani Relaas dimaksud dan disampaikan di tempat tinggal
Termohon secara in person. Juga Termohon telah dipanggil secara patut
sesuai Pasal 146 RBg. yakni tidak kurang tiga hari kerja, dan tidak ternyata
bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut beralasan secara hukum, sehingga
harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir dan pemeriksaan perkara ini
dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai pegawai negeri sipil (PNS) di
Dinas Kesehatan, Kabupaten Kepulauan Sula yang masih akiif, telah
mendapatkan izin dari atasannya dengan Nomor 859/446/ DINKES-
KES/VIII/2020, yang dikeluarkan oleh PIt Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten
Sula, Hj. Baharuddin Sibela, SKM, untuk melakukan perceraian dengan

Tergugat, telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990
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tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang
izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai Talak yang diajukan oleh
pihak yang beragama Islam, oleh karenanya berdasarkan Pasal 49 (a) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara a quo merupakan kewenangan absolut
peradilan agama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu perlu menimbangkan
kewenangan perkara ini, sebagaimana dimaksud oleh pasal 49 dan pasal 66
Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diperbaharui oleh Undang-
Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka
secara absolut dan relatif Pengadilan Agama Labuha berwenang memeriksa
perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Permohonan Pemohon bahwa
antara Pemohon dan Termohon terdapat hubungan perkawinan sebagai suami
istri yang belum pernah putus (bercerai), maka keduanya memiliki legal
standing untuk bertindak sebagai pihak-pihak dalam perkara ini (persona standi
in judicio);

Menimbang, bahwa dalil-dalii Permohona Pemohon tersebut,
sebagaimana disebutkan dalam Permohonan Pemohon telah terjadi
perselisihan dan pertengkaran terus menerus antara Pemohon dan Termohon
dan telah pisah tempat tinggal sejak tahun 2017 sampai perkara ini diajukan
tidak dapat didamaikan, adalah sesuai dengan ketentuan dalan pasal 34 ayat
(1) Undang undang nomor 1 tahun 1974, jo pasal 19 huruff PP nomor 9 tahun
1975 dan pasal 116 huruf f dan H Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya
perkara ini dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat
(1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006,
terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo

Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan
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Pemohon dan Termohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah
tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini proses mediasi tidak dapat
dilaksanakan sebagaimana mestinya karena Termohon tidak pernah hadir di
persidangan, hal ini sesuai dengan maksud Pasal 7 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses
Mediasi di Pengadilan. Meskipun demikian Majelis Hakim tetap mengupayakan
perdamaian pada setiap persidangan dengan jalan menasehati Pemohon agar
kembali membina rumah tangga dengan Termohon secara mu‘asyarah bil
ma’ruf namun tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dari
Termohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud Pasal 68 ayat 2 Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah yang pertama oleh Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua
oleh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka pemeriksaan perkara ini
dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan Permohonan ini dengan
mendalilkan sejak 2017 bahwa antara Pemohon dan Termohon sering muncul
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon telah kembali ke
agama lamanya yakni Kristen, dan telah melakukan ritual agama dan puncak
terjadinya perselisahan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tahun
2017 saat mana Termohon telah kembali ke agama lamanya kristen, sejak saat
itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan kewajiban
layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah datang menghadap
dipersidangan tanpa alasan yang sah dan tidak mengajukan bantahan apapun,
dengan demikian Termohon dapat dinyatakan tidak hadir dan dianggap tidak
ingin mempertahankan kepentingan dan hak-hak keperdataannya dan
berdasarkan pasal 149 (1) Rbg (Rechtregment voor de Buitengewesten)
perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon

(verstek);
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Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di
persidangan akan tetapi karena perkara ini termasuk di bidang perkawinan
yang merupakan sengketa keluarga, maka diperlukan penanganan secara
khusus sesuai dengan amanat Undang-Undang Perkawinan. Oleh karena itu
sesuai dengan Pasal 203 RBg. juncto Pasal 1865 KUHPerdata maka
sepenuhnya beban wajib bukti (bewijslats, burden of proof) dibebankan kepada
Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalii Permohonannya,
Pemohon telah mengajukan bukti surat yang diberi kode P-1, P-2 dan 2 (dua)
orang saksi yang akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti P.1 Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, yang
dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, telah bermeterai cukup sesuai
Undang-undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai jo. Peraturan
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang perubahan tarif biaya meterai, maka
alat bukti tersebut merupakan akta otentik, mempunyai nilai pembuktian yang
sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 Rbg jo Pasal 1888 BW, dengan
demikian bukti dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) dikaitkan
dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun
1991, maka secara hukum telah terbukti antara Pemohon dan termohon
adalah pasangan suami isteri yang sah , dan karena bukti tersebut merupakan
akta otentik dan pulatelah bermeterai cukup serta telah cocok dengan aslinya,
maka oleh karena itu bukti tersebut telah memenuhi Pasal 2 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1985 dan Pasal 1888 KUHPerdata, sehingga bukti
tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut dan senyatanya
maka terbukti bahwa yang mengajukan Permohonan cerai Talak ini adalah
Pemohon sendiri dan bukan orang lain (non error in persona), dan benar
Pemohon bertempat kediaman di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha
berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 tersebut dan senyatanya

memperkuat fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam
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perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang
ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang mempunyai kepentingan dan
hubungan hukum dengan perkaraini (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang diajukan oleh Pemohon terdiri dari
dua orang saksi, dan kedua saksi telah memberikan keterangan di bawah
sumpah, diperiksa seorang demi seorang di dalam persidangan dan kedua
orang saksi adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar keterangannya
dalam perkara ini, maka secara formil bukti saksi yang diajukan Pemohon telah
memenuhi syarat formil alat bukti saksi dan telah mencapai batas minimal
(minimal limit) pembuktian saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan Pemohon tersebut,
dibawah sumpah menerangkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon
sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah
kembali ke agama lamanya yakni Kristen, dan telah melakukan ritual agama,
pertengkaran terus terjadi dan antara Pemohon dan Termohon telah berpisah
tempat tinggal selama 3 tahun;

Menimbang, bahwa ketentuan yang diberikan saksi diatas, didasarkan
pada pengetahuan dan pengelihatan langsung, dan keterangannya saling
terkait antara satu dengan yang lainnya, saksi-saksi tersebut adalah keluarga
dan orang-orang dekat Pemohon, maka berdasarkan Pasal 308 Rbg, juncto
Pasal 76 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, saksi-saksi Pemohon diatas
dipandang telah memenuhi syarat formil maupun materil, maka keterangan
para saksi tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan
keterangan saksi-saksi Pemohon yang telah saling bersesuaian, dan sama
dengan hal-hal yang didalilkan Pemohon, maka Majelis Hakim telah dapat
menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai
berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah dan dikaruniai 2
(dua) orang anak;
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2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terus menerus terjadi
perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon telah kembali ke
agama lamanya yakni Kristen, dan telah melakukan ritual agama tersebut;

3. Bahwa puncak terjadinya perselisahan antara Pemohon dan Termohon
terjadi pada tahun 2017 saat mana Termohon telah kembali ke agama
lamanya kristen, sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak
lagi menjalankan kewajiban layaknya suami isteri;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 3 tahun;

5. Bahwa selama pisah Pemohon dan Termohon tidak pernah Kembali rukun;

6. Bahwa Pemohon dalam persidangan menunjukan sikap sungguh-sungguh
bahwa dirinya tidak mau lagi kembali membina rumah tangga dengan
Termohon;

7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dinasehati keluarga Pemohon namun
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa memperhatikan keadaan rumah tangga antara
Pemohon dan Termohon seperti tersebut diatas, Majelis yang memeriksa
perkara ini berpendapat bahwa, perceraian lebih maslahat dan memberi
kepastian hukum daripada meneruskan perkawinan, bahkan meneruskan
perkawinan dalam keadaan seperti tersebut di atas dikhawatirkan akan
mendatangkan madlorot yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon,
sedangkan kemadlorotan harus dihapuskan, sesuai dengan qoidah fighiyah :

- Fladl s e adie dudall ¢

Artinya : Mencegah kerusakan/ kemadlorotanharus didahulukan dari pada

mengambil suatu manfaat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin pakar hukum Islam dalam

Kitab Fighus sunnah juz Il halaman 389 dan diambil alih menjadi pendapat
Majelis Hakim sebagai berikut:

a5 gl 80, Y LAY Legie IS A8e cumdaif da g 311 5l 7 530 ) 13

Vi e 48,80 o3 5 Lagri 48l o 50 Logho

Artinya: Apabila seorang suami atau isteri murtad, maka putuslah hubungan

perkawinan mereka satu sama lain. Karena sesungguhnya riddah salah
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seorang diantara mereka itu menjadikan putusnya hubungan

perkawinan mereka dan putusnya hubungan perkawinan itu berupa

fasakh.
Menimbang bahwa selanjutnya, Majelis perlu mengetengahkan doktrin
hukum Islam sebagai berikutdi bawah ini :

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah
berpisah rumah selama 3 Tahun dan upaya damai pihak keluarga tidak
berhasil, karenanya sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor:
379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang abstraksinya menyatakan bahwa,
"Suami isteri yang telah hidup pisah rumah menunjukkan rumah tangga
mereka telah pecah dan tidak mungkin didamaikan lagi,” maka Majelis Hakim
berpendapat kualitas pertengkaran Penmohon dan Tergugat telah sampai pada
pertengkaran dan perselisihan yang tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang, bahwa menurut Abdul Wahab Khalaf yang pendapatnya
diambil alih oleh Majelis yaitu memberikan penjelasan bahwa apabila perkataan
fasakh disandarkan kepada nikah, maka ia akan membawa maksud
membatalkan atau membubarkan pernikahan oleh sebab-sebab tertentu yang
menghalangi kekalnya perkawinan tersebut (vide Abdul Wahab Khalaf, Ahkam
al-Ahwal al-Syakhsiyyah Fii al-Syari’ati allslamiyah, Daral-Qalam, Quwait, 1990.
him. 60). Pendapat Imam Muhammad Abu Zahroh dalam kitabnya Al-Ahwal Al-
Syakhsiyyah menyebutkan “fasakh hakikatnya adalah sesuatu yang diketah ui
atau terjadi belakangan, bahwa terdapat sebab yang menghalangi langgengnya
pernikahan, atau merupakan konsekuensi dari diketahuinya sesuatu yang
mengiringi agad, yang menjadikan aqgad tersebut tidak sah.” (vide Abu Zahroh,
Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah, Darul Fikr Al-Arabi, Beirut, 1950, him. 324);

Menimbang, bahwa dalam literatur figh yang diambil sebagai
pertimbangan Majelis bahwa suatu pernikahan yang sudah terjalin dengan sah
bisa mengalami fasakh atau rusak tanpa harus adanya keputusan Hakim
dengan empat sebab : a) Rusaknya akad; b) Munculnya kemahraman karena
mushoharoh (besan atau mantu); ¢) Murtad; d) Li’an (vide Ali Hasabillah, Al-
Furqoh Baina Zaujaini (Wa ma yata’allaqu biha min iddatin wa nasabin), Darul
Fikr Al-Arabi, Beirut., tt, hIm. 174;
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Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam persidangan,
ternyata sejak tahun 2018 Tergugat telah keluar dari memeluk agama Islam
(murtad) kembali ke agama Kristen, dan selama itu pula Tergugat tidak pernah
kembali lagi memeluk agama Islam, oleh karenannya maka Majelis Hakim
berkesimpulan bahwa Tergugat memang telah murtad sampai putusan ini
dibacakan Tergugat tidak pernah kembali kepada Islam dan tetap dalam
kemurtadannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan
tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil
membuktikan kebenaran posita permohonannya bahwa antara Penggugat
dengan Tergugat terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak ada
harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga disebabkan
Tergugat memutuskan untuk kembali ke agama Tergugat yaitu Kristen, oleh
karenaitu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan
pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal
116 huruf f dan h (peralihan agama atau murtad) Kompilasi Hukum Islam,
dengan demikian gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup
beralasan dan tidak melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian telah terbukti sesuai
dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sedang usaha perdamaian sesuai
dengan Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 juncto Pasal
31 dan Pasal 32 serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 ternyata tidak berhasil, maka dalam hal ini perceraian dipandang sebagai
tasrih bi ihsan, maka Permohonan Pemohon mempunyai dasar hukum dan
beralasan, maka Permohonan Pemohon sudah sepatutnya dikabulkan,
dengan memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu Roji
terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa perceraian termasuk dalam lingkup bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan

Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas
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Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka seluruh
biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
terutama pasal 149 (1) Rbg serta hukum syar’i yang berkaitan dengan perkara
ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut
untuk menghadap di persidangan tidak hadir;

2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

3. Memfasakh pernikahan Pemohon (Adnan Umahuk bin Ela Sibela) dengan
Termohon (Shine Maninggolan binti Rudolf Maninggolang);

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar
Rp.1.116.000,- (satu juta seratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuha pada hari Rabu tanggal 12 Agustus
2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Dzulhijah1441 Hijriyah, oleh kami
Mujitahid, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Khoirul Anam, S.H., dan Fuad
Hasan, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut
diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua
Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh
Syaiful A. Buka, S.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh

Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota, Ketua Majelis,

Khoirul Anam, S.H. Mujitahid, S.H., M.H.
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Hakim Anggota,

Fuad Hasan, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Syaiful A. Buka, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya PNBP :Rp. 60.000,-
2. Biaya proses :Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 1.000.000,-
4. Biaya Meterai :Rp. 6.000,-

Jumlah :Rp.1.116.000,-

(satu juta seratus enam belas ribu rupiah).
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